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TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM PENERTIBAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa dalam rangka pengamanan dan optimalisasi dari
Penerimaan Pajak Daerah baik dari sektor Pajak Bumi dan
Bangunan atau sektor pajak daerah lainnya dipandang perlu
membentuk Tim Penertiban Piutang pajak daerah dengan
besaran honornya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686),sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987 B
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor
35)

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 148 Tahun
2016 tentang Susunan Tugas Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2016 Nomor 148) ;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HOHORARIUM
TIM PENERTIBAN PIUTANG PAJAK DAERAH TAHUN 2018

Pasal 1

Honorarium Tim penertiban piutang pajak daerah diberikan sebagai uang lelah
kegiatan.

Pasal 2
Besarannya honorarium Tim penertiban piutang pajak daerah, sebagaimana

dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai
tertinggi.
Pasal 4
n Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada

Kegiatan Pengendalian dan pengawasan piutang pajak daerah dengan Kode
Rekening 4.04.4.04.07.17.35

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs.H. PADIL KARSOMA, MS.i
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 51

~




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :

TANGGAL -

TENTANG : BESARAN HONORARIUM TIM PENERTIBAN PIUTANG PAJAK

DAERAH TAHUN 2018

BESARAN HONORARIUM TIM PENERTIBAN PIUTANG
PAJAK DAERAH TAHUN 2018

NO SUSUNAN TIM BESAR HONORARIUM
I. | Pembina Rp. 4.000.000,- /org/Kegiatan
II. | Penaggung jawab Rp. 1.000.000,-/org/Kegiatan
III. | Pengarah Rp. 900.000.-/org/Kegiatan
IV. | Ketua Rp. 800.000.-/org/Kegiatan
V. | Sekretaris Rp. 700.000.-/org/Kegiatan
Anggota :
A. PNS : Rp. 500.000.-/org/Kegiatan
V. ;
B. Non PNS | Rp. 500.000.-/org/Kegiatan
C. Unsur Satpol PP: | Rp. 400.000,%&5@




